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Oleh  

 

 

WULANDARI SAFITRI  

 

 

Keterwakilan perempuan mempunyai peran penting dalam memulai kebijakan 

untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan inklusif. Hal tersebut 

menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemilihan sehingga membutuhkan 

dukungan kebijakan afirmasi untuk membantu kaum perempuan keluar dari 

stigma stereotip yang ada di masyarakat. Dalam melakukan hal tersebut Bawaslu 

membentuk badan ad hoc yaitu Panwaslu Kecamatan, dalam proses perekrutan 

terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota keterwakilan 

perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan 

Affirmative action dalam mendukung  keterwakilan perempuan sebesar 30% di 

Bawaslu Kota Bandar Lampung terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan menggunakan 

teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu implementasi kebijakan yang 

mengkaji kebijakan melalui 1) karakteristik masalah, 2) karakteristik kebijakan 

dan 3) faktor lingkungan. Data penelitian berasal dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan 

keterwakilan perempuan di Bawaslu Kota Bandar Lampung secara substantif 

telah diterapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota 

panwaslu kecamatan belum mencukupi angka 30%. Keterwakilan perempuan 

yang menjadi anggota panwaslu kecamatan hanya berjumlah 11 orang dari 60 

anggota yang artinya hanya sebesar 18,3% . Catatan terhadap kebijakan tersebut 

masih terkait kendala internal dan ekternal Bawaslu Kota Bandar Lampung yang 

memerlukan upaya untuk mendukung keterlibatan perempuan dan bukan hanya 

sekadar memenuhi kuota saja.  
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICY ON WOMEN’S 

REPRESENTATION IN RECRUTMEN PANWASLU KECAMATAN IN THE 

2024 PILKADA  

(Study at Bawaslu Kota Bandar Lampung City) 

 

 

By 

 

 

WULANDARI SAFITRI 

 

 

Women's representation plays an important role in initiating policies to build a 

fair and inclusive society. This is a challenge for the government in elections so 

that it requires affirmative policy support to help women get out of the 

stereotypical stigma that exists in society. In doing so, Bawaslu formed an ad hoc 

body, namely the Sub-District Panwaslu, in the recruitment process there were 

several sub-districts that did not meet the quota for women's representation. This 

study aims to determine the implementation of the Affirmative action policy in 

supporting 30% women's representation in the Bandar Lampung City Bawaslu 

has been implemented as expected. This research uses a qualitative approach 
conducted using Mazmanian and Sabatier's (1983) theory of policy implementation 
which examines policies through 1) problem characteristics, 2) policy characteristics and 
3) environmental factors. The research data came from interviews and documentation. 
The results of this study found that the implementation of women's representation 
policies in the Bandar Lampung City Bawaslu has substantively been implemented, but 
women's representation in becoming members of the sub-district panwaslu has not yet 
reached 30%. The representation of women who became members of the sub-district 
panwaslu only amounted to 11 people out of 60 members, which means only 18.3%. 
Notes on the policy are still related to internal and external constraints of Bawaslu 
Bandar Lampung City which require efforts to support women's involvement and not just 
fulfill the quota. 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 
 
 

1.1 Latar Belakang  

Partisipasi perempuan dalam proses politik menjadi isu yang cukup penting dan 

mendesak. Partisipasi perempuan baik di lembaga politik maupun lembaga 

penyelenggara pemilihan umum dianggap sebagai indikator penting dalam 

keberhasilan proses demokrasi. Partisipasi perempuan dan keterwakilannya di 

lembaga politik dan penyelenggara pemilu harus terus didorong. Kehadiran 

perempuan di lembaga penyelenggara pemilu juga penting dalam upaya 

memengaruhi politik (Margret et al., 2018). Sangat tidak adil jika hanya 

memberikan kesempatan kepada kaum laki-laki dalam pengambilan keputusan, 

karena itu melanggar hak asasi manusia jika kaum perempuan masih 

didiskriminasikan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik 

(Muslimat, 2020). Meskipun perempuan sudah mencapai banyak kemajuan di 

berbagai sektor, tetapi masih terdapat kesenjangan gender dalam keterwakilan 

perempuan di ranah politik. Hal tersebut mendorong adanya kebijakan untuk 

memotivasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya hadirnya 

kebijakan yang mengharuskan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam 

lembaga legislatif dan kepartaian politik (Sabilla, 2023).  

 

Kebijakan tersebut adalah kebijakan Affirmative action. Affirmative action 

merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan peluang yang sama bagi 

kelompok tertentu baik berdasarkan jenis kelamin maupun profesi bidang yang 

sama (Daryono, 2021). Kebijakan Affirmative action dilatarbelakangi oleh 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau 

Convention on the Elimination Of All From of Discrimination against Woman 

(CEDAW). Kemudian Indonesia mengesahkan kebijakan tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 



2 

 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Jamil, 2014). Lalu 

hadirlah kebijakan Affirmative action untuk pertama kalinya dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan 

DPRD. Kebijakan tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Pasal 92 ayat (11) tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dalam Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 pasal 5 yang menyatakan 

“Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling 

sedikit 30%”. 

 

Terdapat tiga ranah utama keterwakilan perempuan, yaitu dalam legislatif, 

penyelenggara pemilu serta kepartaian politik untuk memastikan kesetaraan 

gender dan keadilan dalam pengambilan keputusan (Margret et al., 2018). 

Keterlibatan kaum perempuan dalam legislatif diharapkan mampu 

mengakomodasi kebutuhan dalam penyelesaian isu-isu gender pada kasus 

diskriminasi pada kaum perempuan di ranah publik maupun privat (Hardiyanti, 

2022). Keterwakilan perempuan juga dibutuhkan dalam kepartaian politik untuk 

mampu memberikan dorongan dalam mengambil peran sebagai pemimpin dan 

memberikan pengaruh terhadap kebijakan partai politik. Oleh sebab itu, 

keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak kalah penting dengan 

keterwakilan perempuan dalam legislatif. Keterwakilan perempuan di ranah 

politik diharapkan mampu membawa dampak baik untuk kaum perempuan 

maupun untuk lingkungan sekitar (Erick & Masyitah, 2020).  

 

Keterwakilan perempuan juga diperlukan dalam bagian penyelenggara pemilu 

untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemilihan umum, 

rekapitulasi serta analisis hasil pemilu dan hasil publikasi pengawasan (Paramita, 

2022). Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu 

dapat membawa pandangan yang berbeda dalam proses pemilihan, memastikan 

bahwa pemilu berjalan adil, bebas dari kekerasan dan mewakili kepentingan 

semua warga negara (Sabilla, 2023). Perempuan yang berpartisipasi dalam proses 

penyelenggaraan pemilu juga dapat menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk 
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lebih aktif dalam politik serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya peran perempuan dalam demokrasi (Daryono, 2021).  

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga 

yang mempunyai peran penting di Indonesia dalam menjaga keberlangsungan dan 

integritas pemilihan umum, dengan tanggung jawab memastikan bahwa pemilihan 

umum dilaksanakan secara transparan dan bebas dari segala jenis tindak 

kecurangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2022 Pasal 42 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, upaya Bawaslu untuk mewujudkan 

pemilihan umum yang bersih, jujur, adil, dan demokratis adalah dengan 

membentuk badan adhoc (sementara) salah satunya yaitu panitia pengawas 

pemilu (panwaslu) kecamatan. Pembentukan panwaslu kecamatan bertujuan untuk 

memperluas cakupan pengawasan Bawaslu secara wilayah sehingga pengawasan 

dapat dilakukan secara efektif di setiap kecamatan. Selain itu, panwaslu 

kecamatan juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi berbagai tahapan 

pemilihan, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye hingga 

proses pemungutan dan penghitungan suara (Sabilla, 2023).  

 

Bawaslu Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang ada di Provinsi Lampung juga menghadapi 

tantangan dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan khususnya dalam 

perekrutan calon anggota panwaslu kecamatan. Meskipun telah ada kebijakan 

serta upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara 

pemilu, tetapi partisipasi dan angka keterwakilan perempuan dalam panwaslu 

kecamatan masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqie (2023) tentang 

evaluasi penerapan kebijakan afirmasi bagi penyelenggara panwaslu kecamatan 

pada Pemilu serentak tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung yang 

menjelaskan jika kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mampu memenuhi 

kebutuhan perempuan untuk menjadi panwaslu kecamatan, masih terdapat 

indikator-indikator yang tidak menunjukan keterwakilan pada kaum perempuan 

sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan afirmasi yang 

dilaksanakan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Indikator-indikator tersebut 
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meliputi efisiensi yang dinilai masih kurang optimal dalam melaksanakan 

sosialisasi serta rapat koordinasi sebelum proses rekrutmen panwaslu kecamatan 

dan kurang dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia ataupun 

anggaran untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Pemerataan 

distribusi yang dianggap belum memadai karena rapat koordinasi untuk kegiatan 

sosialisasi pada pengawasan partisipatif bersama perwakilan kaum perempuan 

masih dilaksanakan di ruang tertutup, dan responsivitas yang dinilai buruk karena 

Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak serius menanggapi masa perpanjangan 

pendaftaran dan tidak fokus pada peningkatan jumlah perempuan di kecamatan 

yang pendaftar perempuannya belum memenuhi kuota keterwakilan.  

 

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung 

melakukan kembali perekrutan Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada 2024 dengan 

kembali memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari pengawas 

pemilu yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku tentang 

pemilihan umum. Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 dilakukan 

melalui beberapa tahapan. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan proses 

rekrutmen melalui dua cara, yaitu peserta existing dan peserta baru. Peserta 

existing merupakan peserta dari anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya 

masih bertugas atau sedang menjalankan peran pengawasan. Peserta yang ada 

berhak mengikuti evaluasi kinerja yang dilaksanakan Bawaslu Kota Bandar 

Lampung sesuai standar yang ditetapkan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh 

Bawaslu Republik Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen kinerja 

dan instrumen dari atasan langsung. Bagi peserta existing yang dinyatakan tidak 

memenuhi syarat maka tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai pendaftar 

baru dalam seleksi panwaslu kecamatan selanjutnya. Sementara itu, pendaftar 

baru merupakan peserta baru yang bukan dari anggota dari Panwaslu Kecamatan 

dan harus mengikuti tahapan-tahapan seleksi. 
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Berikut timeline dan tahapan-tahapan pembentukan panwaslu kecamatan Pilkada 

2024, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Timeline dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 

2024 

No Tahapan  Waktu 

1 Sosialisasi tata cara pembentukan panwaslu kecamatan untuk 

pemilihan 

19-26 April 2024 

2 Proses keterpenuhan syarat panwaslu kecamatan existing untuk  

pemilihan:  

 a. Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi anggota 

panwaslu kecamatan existing 

23-27 April 2024 

 b. Pelaksanaan evaluasi kinerja panwaslu kecamatan existing 26-27 April 2024 

 c. Bawaslu kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada 

Bawaslu Provinsi terkait keterangan syarat sebagai 

panwaslu kecamatan existing 

28-30 April 2024 

 d. Penetapan dan pengumuman panwaslu kecamatan existing 

memenuhi syarat 

1-2 Mei 2024 

3 Proses rekrutmen bagi pendaftar baru: 

 a. Pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslu 

kecamatan 

3-4 Mei 2024 

 b. Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi 

calon anggota panwaslu kecamatan 

5-7 Mei 2024 

 c. Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota 

panwaslu kecamatan 

8 Mei 2024 

 d. Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi 

calon anggota panwaslu kecamatan masa perpanjangan 

9-11 Mei 2024 

 e. Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon 

anggota panwaslu kecamatan 

12 Mei 2024 

 f. Tanggapan dan masukan dari masyarakat 12-17 Mei 2024 

 g. Tes tertulis bagi peserta pendaftar baru seleksi calon anggota 

panwaslu kecamatan 

13-14 Mei 2024 

 h. Rekapitulasi penilaian tes tertulis oleh Bawaslu Provinsi 15 Mei 2024 

 i. Rapat pleno penentuan lulus tes tertulis 16 Mei 2024 

 j. Pengumuman tes tertulis calon anggota panwaslu kecamatan 17 Mei 2024 

 k. Pelaksanaan tes wawancara bagi peserta pendaftar baru 

calon anggota panwaslu kecamatan 

18-20 Mei 2024 

 l. Rekapitulasi penilaian hasil wawancara 21 Mei 2024 

 m. Pleno penetapan calon anggota panwaslu kecamatan 22 Mei 2024 

 n. Pengumuman panwaslu kecamatan terpilih 23 Mei 2024 

 o. Pelantikan panwaslu kecamatan dan pembekalan panwaslu 

kecamatan 

24-25 Mei 2025 

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2023, 

Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk perempuan sebanyak 543.328 
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(49,4%) yang artinya jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki hampir 

sama. Namun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam perekrutan 

Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 masih sangat jauh di angka keterwakilan 

perempuan.  

 

Tabel 2. Jumlah Pendaftar Existing Panwaslu Kecamatan  

No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

Jumlah 

1 Tanjung Karang Timur 2 1 33% 3 

2 Teluk Betung Timur 1 0 - 1 

3 Sukabumi  2 1 33% 3 

4 Teluk Betung Selatan 3 0 - 3 

5 Tanjung Karang Pusat 2 0 - 2 

6 Bumi Waras 2 1 33% 3 

7 Enggal  2 1 33% 3 

8 Kedamaian  3 0 - 3 

9 Kedaton  2 0 - 2 

10 Kemiling  1 1 50% 2 

11 Labuhan Ratu 3 0 - 3 

12 Langkapura  1 1 50% 2 

13 Panjang  1 1 50% 2 

14 Rajabasa  1 2 67% 3 

15 Sukarame  2 0 - 2 

16 Tanjung Karang Barat 3 0 - 3 

17 Tanjung Senang 1 1 50% 2 

18 Teluk Betung Barat 3 0 - 3 

19 Teluk Betung Utara 2 1 33% 3 

20 Way Halim  2 0 - 2 

Total/rata-rata persentase% 39 11 22% 50 

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 2 pendaftar peserta existing berjumlah 50 orang pendaftar dari 

60 panwaslu kecamatan pada Pemilu 2024, yang terdiri dari 39 pendaftar laki-laki 

dan 11 pendaftar perempuan. Sementara itu, terdapat 10 panwaslu kecamatan 

yang tidak mendaftarkan diri dikarenakan 3 diantaranya diberhentikan secara 

tidak terhormat karena melanggar kode etik panwaslu kecamatan dan 7 lainnya 

memiliki alasan pribadi yang Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak mengetahui 

alasannya karena pendaftaran peserta existing sendiri bersifat terbuka tanpa 

pemaksaan dan sukarela. Setelah melakukan registrasi pendaftaran peserta 

existing, selanjutnya Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi kinerja 

Panwaslu Kecamatan Existing dengan hasil sebagai berikut 
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Tabel 3.  Hasil Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

Jumlah 

1 Tanjung Karang Timur 2 1 33% 3 

2 Sukabumi  2 1 33% 3 

3 Teluk Betung Selatan 1 0 - 1 

4 Tanjung Karang Pusat 1 0 - 1 

5 Bumi Waras 2 0 - 2 

6 Enggal  2 1 33% 3 

7 Kedamaian  3 0 - 3 

8 Kedaton  1 0 - 1 

9 Kemiling  1 0 - 1 

10 Labuhan Ratu 3 0 - 3 

11 Langkapura  1 1 50% 2 

12 Rajabasa  1 2 67% 3 

13 Sukarame  1 0 - 1 

14 Tanjung Karang Barat 2 0 - 2 

15 Tanjung Senang 1 1 50% 2 

16 Teluk Betung Barat 2 0 - 2 

17 Teluk Betung Utara 1 0 - 1 

18 Way Halim  2 0 - 2 

Total/rata-rata persentase% 29 7 15% 36 

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 3, total pendaftar existing yang lolos menjadi anggota panwaslu 

kecamatan pada Pilkada 2024 pada tahap evaluasi kinerja panwaslu kecamatan 

existing sebanyak 36 orang dari 50 pendaftar. Terdapat 6 kecamatan yaitu 

Kecamatan Enggal, Kedamaian, Labuhan Ratu, Rajabasa, Sukabumi, dan Tanjung 

Karang Timur yang sudah memenuhi kuota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 

anggota. Sementara itu, 14 kecamatan lainnya belum ada dan kurang memenuhi 

kuota anggota panwaslu kecamatan, sehingga Bawaslu Kota Bandar Lampung 

membuka pendaftaran untuk pendaftar baru di 14 kecamatan untuk memenuhi 

kuota anggota panwaslu kecamatan.  

 

Tabel 4. Jumlah Pendaftar Baru Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

Total 

1 Bumi Waras 5 2 29% 7 

2 Kedaton  10 7 41% 17 

3 Kemiling  18 7 28% 25 

4 Langkapura  5 5 50% 10 

5 Panjang  23 3 12% 26 

6 Sukarame  12 6 33% 18 

7 Tanjung Karang Barat 7 4 36% 11 

8 Tanjung Karang Pusat 12 6 33% 18 
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No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

Total 

9 Tanjung Senang 11 3 21% 14 

10 Teluk Betung Barat 4 1 20% 5 

11 Teluk Betung Selatan 12 3 20% 15 

12 Teluk Betung Timur 19 2 10% 21 

13 Teluk Betung Utara 11 2 15% 13 

14 Way Halim 2 3 60% 5 

Total/rata-rata persentase% 161 54 28% 215 

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 4, jumlah total pendaftar baru sebanyak 215 orang dengan 

rincian 161 pendaftar laki-laki dan 54 pendaftar perempuan. Meskipun sudah 

dibuka pendaftaran peserta baru, namun masih terdapat 8 kecamatan yaitu 

Kecamatan Bumi Waras, Kemiling, Panjang, Tanjung Senang, Teluk Betung 

Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betuk Timur, dan Teluk Betung Utara yang 

tidak mencukupi keterwakilan perempuan sebanyak 30%.  

 

Dari berbagai tahapan yang telah dilaksanakan dalam rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan mulai dari pendaftaran calon anggota hingga ujian tes wawancara oleh 

para pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung, sehingga hasil akhir pada rapat 

pleno menetapkan 60 anggota terpilih sebagai Panwaslu Kecamatan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5. Hasil Rapat Pleno Penetapan Panwaslu Kecamatan 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

1 Bumi Waras 3 0 - 

2 Enggal  2 1 33% 

3 Kedamaian  3 0 - 

4 Kedaton  1 2 66% 

5 Kemiling  3 0 - 

6 Labuhan Ratu 3 0 - 

7 Langkapura  1 2 66% 

8 Panjang  3 0 - 

9 Rajabasa  1 2 66% 

10 Sukabumi  2 1 33% 

11 Sukarame  3 0 - 

12 Tanjung Karang Barat 2 1 33% 

13 Tanjung Karang Pusat 3 0 - 

14 Tanjung Karang Timur 2 1 33% 

15 Tanjung Senang 2 1 33% 

16 Teluk Betung Barat 3 0 - 

17 Teluk Betung Selatan 3 0 - 
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No Kecamatan Laki-laki Perempuan 

Jumlah 

persentase 

perempuan 

18 Teluk Betung Timur 3 0 - 

19 Teluk Betung Utara 3 0 - 

20 Way Halim 3 0 - 

Jumlah/rata-rata persentase% 49 11 18% 

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

Hasil dari proses pemilihan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024  Kota Bandar 

Lampung masih jauh dari keterwakilan perempuan sebesar 30%, sebagaimana 

terlihat pada tabel 5 terpilih 60 orang terdiri dari 49 laki-laki dan 11 perempuan. 

Setiap kecamatan terpilih 3 anggota menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. 

Namun,  masih terdapat 12 kecamatan  yang tidak ada satupun anggota panwaslu 

kecamatan dari perwakilan kaum perempuan yaitu Kecamatan Bumi Waras, 

Kemiling, Labuhan Ratu, Kedamaian,  Panjang, Sukarame, Teluk Betung Barat, 

Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung 

Utara, dan Way Halim.  

 

Pada penelitian ini, keterwakilan politik perempuan dalam kebijakan Affirmative 

action berada pada paradigma administrasi publik new public service yang fokus 

utama implementasinya adalah keterlibatan warga negara (community building) 

yang berprinsip pada persamaan hak dalam masyarakat. Berkembangnya 

paradigma new public service ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai 

demokratis di masyarakat dengan menetapkan kebijakan yang mendukung salah 

satunya kebijakan Affirmative action yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan (Syarifudin & Malik, 2021). Di samping itu, hasil pra 

riset melalui wawancara yang dilakukan bersama ibu Italya selaku Kepala Divisi 

Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kota Bandar 

Lampung, menjelaskan jika pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada 

perekrutan panwaslu kecamatan untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 ini belum 

tercukupi sampai batas kuota yang ditentukan meskipun sudah diadakan 

sosialisasi dan perpanjangan waktu pendaftaran. Masih terdapat beberapa 

kecamatan yang belum mencukupi batas kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal 

ini menjadi tantangan bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencari upaya 

agar partisipasi perempuan dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan baik untuk 
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Pemilu maupun Pilkada yang akan datang mencukupi keterwakilan perempuan di 

angka 30% di setiap kecamatan yang terdapat di Bandar Lampung. Dari hasil pra 

riset dan data yang ada menunjukan rendahnya keterwakilan perempuan dalam 

proses rekrutmen panwaslu kecamatan masih belum sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, karena realita 

di lapangan menunjukan ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh 

karena itu, hal ini menjadi urgensi yang cukup serius bagi Bawaslu Kota Bandar 

Lampung untuk melakukan penguatan kebijakan Affirmative action.   

 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengkaji sejauh mana implementasi 

kebijakan Affirmative action dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 

di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi 

kendala-kendala yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dan keterwakilan 

perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

analisis mengenai “Implementasi Kebijakan Affirmative action terhadap 

Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada 

Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung”.  

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan 

perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu 

Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi kebijakan Affirmative Action 

terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan 

Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini yaitu: 

1. Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan Affirmative Action 

terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan 

pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.  

2. Mengidentifikasi apa saja kendala-kendala implementasi kebijakan 

Affirmative Action terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan literatur untuk menambah wawasan terkait analisis kebijakan 

keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi tentang 

pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu terutama 

sebagai panwaslu kecamatan.  

b. Bagi Implementor 

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara rekrutmen 

dan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan 

Affirmative action untuk kaum perempuan dalam keanggotaan panwaslu 

kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan dan pedoman bagi peneliti. Penelitian 

terdahulu merupakan bagian yang berisi hasil dari penelitian yang sebelumnya 

telah dirumuskan terlebih dahulu. Penelitian terdahulu bermanfaat menjadi tolak 

ukur untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini serta sebagai dasar untuk 

memudahkan peneliti menentukan langkah-langkah sistematis berdasarkan konsep 

maupun teori untuk menyelesaikan penelitian. Penelitian terdahulu yang  

dijadikan bahan rujukan dan pedoman tentunya berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang membahas kebijakan 

Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam penyelenggara 

pemilu. Adapun penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan sebagai referensi 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Penelitian Terdahulu  

No 
Judul  

Penelitian 
Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Perempuan 

Sebagai Pengawas 

Pemilu Pada 

Pilkada Provinsi 

Lampung 2018 di 

Kabupaten 

Pringsewu 

(Syarifudin dan 

Malik, 2021) 

Teori kesetaraan gender 

equilibrium (Sasongko, 

2009). 

Hasil penelitian ini menunjukan jika 

keterwakilan perempuan pada Pilkada 

Provinsi Lampung tahun 2018 di 

Kabupaten Pringsewu pada Panwaslu 

Kecamatan dan Panwaslu Desa masih 

masih di bawah angka 30%, yakni masing-

masing sebesar 7,4% dan 9,16%. Namun 

pada tingkat pengawas TPS keterwakilan 

perempuan sudah mencapai 36,6%. 

2 Implementasi 

Kebijakan 

Keterwakilan 

Perempuan Dalam 

Rekrutmen 

Panwaslu 

Kecamatan Kota 

Bekasi Tahun 

2023 (Sabilla, 

2023) 

Teori implementasi 

kebijakan Van Metter 

dan Van Horn 

1. Standar dan sasaran 

kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik bedan 

pelaksana 

4. Sikap pelaksana 

5. Komunikasi antar 

1. Standar dan sasaran kebijakan Bawaslu 

Kota Bekasi adalah UU No. 7 Tahun 

2017 Pasal 92, namun sasaran yang telah 

ditetapkan masih belum tercapai 

sehingga membuka perpanjangan 

pendaftaran.  

2. SDM yang terlibat sudah sangat 

mendukung adanya kebijakan Affirmative 

action dalam proses pengawasan 

penyelenggaraa pemilu. 
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No 
Judul  

Penelitian 
Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

organisasi 

6. Kondisi sosial, 

ekonomi dan politik. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana dapat 

terlihat dari keseriusan pemangku 

kebijakan dalam proses rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi.  

4. Sikap pelaksana sudah mendukung dan 

mewadahi keterwakilan perempuan pada 

proses rekrutmen. 

5. Komunikasi yang dilakukan Bawaslu 

Kota Bekasi ke publik melalui berbagai 

media cetak, akan tetapi masih terdapat 

masyarakat yang tidak mendapatkan 

informasi rekrutmen panwaslu 

kecamatan. 

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik menjadi faktor yang paling rendah 

dalam proses rekturmen panwaslu 

kecamatan karena masih bersifat 

diskriminasi terhadap perempuan.  

3 Partisipasi dan 

Representasi 

Perempuan Dalam 

Penyelenggara 

Pemilu (Bintari, 

2021) 

Penelitian ini terfokus 

pada teori partisipasi 

masyarakat dan 

representasi dimana 

masyarakat penting 

dalam setiap proses 

pembuatan keputusan 

dan keterlibatan 

masyarakat penting 

dalam penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan 

evaluasi.  

Meskipun langkah afirmasi telah 

diterapkan, namun kenyataanya politik 

masih didominasi oleh budaya maskulin. 

Diperlukan upaya sistematis untuk 

mengubah norma dan budaya masyarakat 

yang tidak selaras dengan prinsip 

kesetaraan gender. Oleh karena itu, seluruh 

pemangku kepentingan, terutama 

pemerintah,  lembaga pendidikan, partai 

politik, komunitas/lembaga swadaya 

masyarakat dan aktivis perempuan 

diharapkan berperan aktif untuk 

menyosialisasikan pentingnya partisipasi 

perempuan serta memberikan pendidikan 

politik yang inklusif bagi perempuan. 

4 Kebijakan 

Keterwakilan 

Perempuan Pada 

Rekrutmen 

Anggota Badan 

Pengawas 

Pemilihan Umum 

(Bawaslu) 

Provinsi Sulawesi 

Utara Tahun 2022 

(Tambalea,. 

Liando, dan 

Monintja, 2023) 

teori implementasi 

kebijakan Grindle 

(1980).  

1. Content of policy  

a) Kepentingan-

kepentingan 

yang 

memengaruhi 

b) Manfaat yang 

diperoleh 

c) Derajat 

perubahan yang 

ingin dicapai 

d) Letak 

pengambilan 

keputusan 

e) Pelaksana 

kebijakan 

f) Sumber daya 

yang 

1. Content of policy 

a) Kepentingan-kepentingan yang 

memengaruhi kebijakan adalah 

tim seleksi yang dipilih oleh 

Bawaslu untuk mengawasi dan 

melakukan penyeleksian. 

b) manfaat yang diperoleh adalah 

partisipasi masyarakat 

berpengaruh dalam keikutsertaan 

perempuan dalam lembaga 

penyelenggara pemilu. 

c) Derajat perubahan yang ingin 

dicapai adalah tercapai 

penyelenggara pemilu yang 

mengedepankan keterlibatan 

perempuan 

d) Letak pengambilan keputusan 

Bawaslu yang didalamnya ada tim 

seleksi harus mengambil 

keputusan yang independen 
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No 
Judul  

Penelitian 
Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

dialokasikan 

2. Context of policy  

a) Kekuasaan, 

kepentingan dan 

strategi dari 

aktor yang 

terlibat 

b) Karakteristik 

lembaga dan 

penguasa 

c) Tingkat 

kepatuhan dan 

daya tangkap 

pelaksana 

kebijakan 

dengan memperhatikan amanat 

undang-undang.  

e) Pelaksana kebijakan yaitu 

Bawaslu dan Tim seleksi yang 

diutus Bawaslu RI. 

f) Sumber-sumber daya yang terlibat 

adalah sumber daya manusia 

berupa tim seleksi. 

2. Context of policy  

a) Kekuasaan, kepentingan dan 

strategi dalam hal ini adalah tim 

seleksi yang harus memiliki 

penilaian yang subjektif dan 

memiliki perspektif gender. 

b) Karakteristik lembaga Bawaslu 

adalah lembaga negara tambahan 

negara independen (auxiliary state 

organs) yang harus menjaga nilai-

nilai integritas.  

c) Tingkat kepatuhan dan respon 

pelaksana kebijakan, respon dari 

Bawaslu masih kurang untuk 

menimbang complain dari pihak 

manapun.  

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024) 

 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, penelitian yang 

akan dilakukan peneliti tentu memiliki persamaan dan perbedaan, adapun yang 

menjadi persamaan adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan 

keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu, sedangkan yang menjadi 

perbedaan adalah fokus dan lokus penelitian sehingga tidak menjamin persamaan 

dari hasil penelitian. Urgensi terkait penelitian tentang implementasi kebijakan 

Affirmative action ini adalah masih rendahnya partisipasi dan keterwakilan 

perempuan dalam keikutsertaan menjadi panitia pengawas pemilihan umum 

(panwaslu) kecamatan yang masih belum sesuai dengan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Hal tersebut yang melatar 

belakangi peneliti mengambil penelitian terkait implementasi kebijakan 

Affirmative action dimana peneliti ingin melihat bagaimana implementasi 

kebijakan Affirmative action di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian 

ini menggunakan teori menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yang memiliki 
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tiga indikator utama yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan 

faktor lingkungan, dimana pada penelitian sebelumnya teori ini belum pernah 

dilakukan dalam penelitian khususnya kebijakan Affirmative action.  

 

 

 

2.2 Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan tentang 

rencana program oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait. Thomas R. Dye dalam 

Marwiyah (2022) mengemukakan jika kebijakan publik merupakan keputusan 

yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. 

Pernyataan tersebut memiliki makna apapun yang menjadi pilihan pemerintah 

baik itu dinyatakan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan suatu 

kebijakan dan setiap kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah selalu 

memiliki alternatif untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.  

 

Sementara Tachjan dalam Maulana dan Nugroho (2019) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai hasil dari kesepakatan suatu keputusan yang melalui serangkaian 

pilihan alternatif yang saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya kebijakan 

merupakan suatu tindakan dari pemerintah atas respon dari kesepakatan yang 

mengatur kehidupan bermasyarakat maupun publik untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Kehadiran kebijakan publik tidak lain karena adanya landasan yang 

digunakan untuk mengatasi isu-isu atau masalah yang muncul di masyarakat. 

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan jika kebijakan publik merupakan 

serangkaian tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

ataupun aktor-aktor lainnya yang berasal dari hasil kesepakatan melalui berbagai 

serangkaian pilihan yang bertujuan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan 

yang terjadi di masyarakat.  

 

Kebijakan publik juga memiliki peran penting dalam Ilmu Administrasi Publik, 

karena kebijakan publik menjadi fokus dalam administrasi. Dalam konteks ini, 

efektifitas dan efisiensi menjadi fokus dari administrasi. Dalam administrasi, 

kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah 
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sebagai bagian dari fungsi dinamis untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Kebijakan publik 

memengaruhi kepentingan banyak orang yang berdampak luas pada masyarakat 

serta berkaitan langsung dengan nilai-nilai yang ada dan berkembang di 

masyarakat.  

 

Dalam membuat kebijakan publik tentunya membutuhkan proses panjang dari 

temuan isu-isu atau masalah hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah 

kebijakan. Menurut Dunn (2003) terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses 

pembuatan kebijakan publik, antara lain: 

 

1. Penyusunan Agenda 

Temuan isu-isu atau permasalahan publik akan diklasifikasikan terlebih dahulu. 

Dalam proses penyusunan agenda, penentuan isu publik akan diangkat dalam 

agenda pemerintah untuk segera ditangani secepat mungkin sesuai 

permasalahan dan kebutuhan publik.  

 

2. Formulasi Kebijakan 

Temuan isu publik atau permasalahan yang telah masuk dalam penyusunan 

agenda selanjutnya akan dibahas oleh para perumus kebijakan untuk 

didefinisikan dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut didasarkan 

dari berbagai kebijakan atau alternatif yang tersedia.  

 

3. Adopsi Kebijakan 

Dalam proses ini berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia akan 

diseleksi oleh para perumus kebijakan dengan dukungan dari berbagai elemen 

termasuk masyarakat.  

 

4. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari hasil kebijakan 

yang telah diadopsi oleh unit-unit administrasi yang didukung oleh sumber 

daya keuangan dan manusia yang memadai.  
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5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan penilaian terhadap kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi serta dampak yang  ditimbulkan setelah 

proses implementasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan di tahap akhir, akan tetapi 

juga dilakukan diseluruh proses kebijakan.  

 

Dari tahapan proses kebijakan publik yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa 

proses perumusan kebijakan publik memerlukan proses panjang dan tidak mudah. 

Hal tersebut dikarenakan banyak temuan masalah publik yang harus diselesaikan 

dan dalam proses penyelesaian tersebut harus membutuhkan solusi alternatif yang 

tepat dengan kondisi yang sebenarnya. Di antara berbagai alternatif yang ada, para 

perumus kebijakan harus cermat dalam mengambil keputusan yang tepat.  

 

 

 

2.3 Implementasi Kebijakan Publik 

 

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dari beberapa tahapan 

dalam proses kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah dan 

serangkaian kegiatan. Dalam Tachjan (2006) implementasi kebijakan publik 

merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas dalam melakukan kebijakan 

yang telah ditentukan dan memanfaatkan berbagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selaras dengan yang dituturkan 

oleh Van Meter Van Horn (1975) dalam Subianto (2020) implementasi 

kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok maupun pihak swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi upaya untuk 

mengubah keputusan menjadi langkah-langkah yang dapat membawa 

perubahan-perubahan baik besar maupun kecil dari keputusan kebijakan yang 

telah diambil. Yang perlu digarisbawahi adalah jika tahap implementasi 

kebijakan baru akan dilaksanakan jika penetapan tujuan-tujuan dan sasaran 

telah ditetapkan.  
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Dalam proses implementasi sangat penting untuk memperhatikan unsur-unsur 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Tachjan (2006) unsur-

unsur yang harus ada dalam proses implementasi kebijakan, antara lain: 

1. Unsur Pelaksana  

Unsur pelaksana merupakan unit-unit administratif atau birokrasi yang 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan publik yang telah 

disepakati dalam proses adopsi kebijakan. Dalam proses implementasi 

kebijakan, unit-unit pelaksana atau unit-unit birokrasi memiliki kebebasan 

untuk menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Menurut Dimock dan Dimock dalam 

Tachjan (2006) menjelaskan jika unit-unit administratif atau birokrasi 

memiliki wewenang dan kapasitas administratif untuk melaksanakan 

berbagai tindakan mulai dari penentuan tujuan dan  sasaran organisasi, 

analisis serta perumusan kebijakan, penyusunan program, strategi 

organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

pelaksanaan kegiatan operasional, pergerakan sumber daya manusia, 

pengawasan hingga penilaian.  

 

2. Program  

Program merupakan hasil dari keputusan dalam proses pembuatan 

kebijakan yang akan diimplementasikan terkait tujuan dan sasaran. 

Program ini bersifat menyeluruh mencakup tujuan dan sasaran kebijakan, 

metode, prosedur, standar serta berbagai sumber daya yang diperlukan.  

 

3. Kelompok Sasaran (Target Group) 

Kelompok sasaran (target group) merupakan sekelompok individu atau 

organisasi yang akan mendapatkan manfaat berupa barang dan jasa dari 

suatu kebijakan dan program yang dibuat. Kelompok sasaran diharapkan 

mampu menerima serta memposisikan diri dengan pola-pola interaksi dari 

kebijakan. Kelompok sasaran memainkan peran penting dalam suatu 

kebijakan dikarenakan proses implementasi program harus sesuai dengan 

isi kebijakan atau program dan berpengaruh dengan sejauh mana 

kelompok sasaran mampu memposisikan diri terhadap kebijakan dan 
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program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, komunikasi sangat 

berpengaruh dalam proses penerimaan kebijakan kepada kelompok 

sasaran.  

 

Apabila suatu kebijakan telah diimplementasi, maka harapan yang muncul 

adalah hasil segera (output) dan dampak akhir (outcome). Hasil segera 

(output) merupakan hasil dan pengaruh dari proses implementasi kebijakan 

namun dalam jangka pendek, sedangkan dampak akhir (outcome) merupakan 

akibat dari hasil implementasi kebijakan dalam jangka waktu yang panjang. 

Hasil yang cepat dan dampak akhir yang ditimbulkan sangat bermanfaat 

untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi dari suatu 

kebijakan.  

 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan juga tidak akan jauh dari risiko 

kegagalan. Hogwood dan Gunn dalam Syahruddin (2019) mengemukakan 

jika resiko kegagalan dalam proses implementasi dikategorikan menjadi dua, 

yaitu tidak terlaksana (non implementation) dan proses implementasi yang 

tidak sukses mencapai target atau tujuan (unsuccessful implementation). 

Resiko kegagalan dalam proses implementasi sering disebabkan oleh faktor 

implementasi yang tidak berjalan dengan baik dalam eksekusi kebijakan (bad 

execution) atau kebijakan yang tidak baik dalam proses perumusannya (bad 

policy). 

 

 

2.3.2  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik 

Pada dasarnya sebuah kebijakan terdapat tujuan dan sasaran yang ingin 

diwujudkan melalui implementasi kebijakan dengan menyesuaikan 

kemampuan sumber daya yang ada. Implementasi kebijakan jauh  lebih 

mudah dipahami jika menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu 

yang sesuai dengan permasalahan. Model implementasi merupakan sebuah 

instrumen yang memberikan gambaran secara lengkap terkait objek, situasi 

ataupun proses. Berikut terdapat berbagai macam model implementasi 

kebijakan (Subianto, 2020), yaitu:  

1. Model Meter dan Horn (1975) 
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Model implementasi kebijakan Meter dan Horn dalam Subianto (2020) 

menjelaskan jika implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari 

kebijakan publik serta kinerja dari implementor kebijakan publik. Model 

implementasi Metter dan Horn mencoba untuk mengaitkan antara isu 

kebijakan dengan implementasi serta model konseptual dengan 

mengaitkan antara kebijakan dan performa kerja. Model implementasi ini 

menegaskan pentingnya keterlibatan implementor dalam penyusunan 

tujuan dalam sebuah kebijakan. Model implementasi ini termasuk dalam 

model top-down yang memandang jika kebijakan dapat berlangsung secara 

linier atau mekanistis. Dalam model Metter dan Horn terdapat 6 indikator 

yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, antara lain: 

a) Standar dan tujuan kebijakan 

Tingkat keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan dapat 

dilihat berdasarkan standar dan tujuan kebijakan yang realistis yang 

disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di tingkat 

pelaksana kebijakan. Mengukur kinerja pelaksanaan implementasi 

kebijakan tentu menekankan pada standar dan tujuan yang harus 

dicapai oleh implementor kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan 

semaksimal mungkin harus terukur dengan jelas, sehingga tidak 

mengakibatkan penafsiran yang menimbulkan kontroversi antar badan 

implementasi.  

b) Sumber daya 

Dalam proses implementasi kebijakan, keterlibatan sumber daya 

menjadi faktor yang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara 

maksimal akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi sumber daya 

manusia yang berkualitas, sumber daya keuangan dan sumber daya 

waktu.  

 

 

 



21 

 

c) Karakteristik organisasi pelaksana 

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-

norma dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi, karena faktor-

faktor tersebut berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. 

d) Disposisi atau sikap implementor 

Sikap penerimaan dan penolakan dari implementor sangat 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. 

Disposisi implementor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan mencakup respon dan pemahaman 

implementor terhadap kebijakan, serta pilihan nilai yang dimiliki oleh 

implementor.  

e) Komunikasi antar organisasi  

Proses implementasi kebijakan tentunya sangat kompleks sehingga 

membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi atau lembaga 

lain. Apabila komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dalam 

suatu kebijakan berjalan dengan baik, maka besar peluang mencapai 

tujuan semakin besar.  

f) Faktor sosial, ekonomi dan politik 

Faktor eksternal juga menjadi pendorong tingkat keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, 

ekonomi dan politik yang kurang mendukung dapat menghambat 

keberhasilan dan kinerja implementasi kebijakan.  

 

2.  Model Edward III (1980) 

Model Edward III dalam Subianto (2020) melihat sudut pandang 

pemerintahan yang top-down. Dalam model ini implementasi kebijakan 

dipandang sebagai tahap pembuatan kebijakan yang melibatkan antara 

pihak terkait yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menghasilkan 

peraturan maupun undang-undang. Oleh karena itu, proses implementasi 

harus dilaksanakan efektif bagi kelompok sasaran agar mencapai kebijakan 

publik yang berhasil dengan baik. Model Edward III menyarankan untuk 

memperhatikan empat permasalahan utama agar implementasi kebijakan 

dapat terlaksana dengan baik, antara lain:  
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a) Komunikasi (Communication) 

Komunikasi menjadi salah faktor yang penting dalam proses 

menjalankan suatu kebijakan dan program agar para implementor 

memahami apa saja yang perlu dilaksanakan. Hal ini berkaitan 

dengan proses penyampaian informasi atau transmisi informasi, 

kejelasan dan konsistensi informasi.  

b) Sumber daya (Resources) 

Selain komunikasi, sumber daya juga memainkan peran penting 

dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud 

meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana atau peralatan, serta 

kewenangan.  

c) Disposisi atau sikap pelaksana 

Disposisi merupakan sikap dan komitmen yang harus dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan. Sikap dan komitmen yang dimaksud yaitu 

seperti tanggung jawab, integritas dan sifat demokratis. 

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika para pelaksana 

kebijakan dapat menggunakan sikap dan komitmen dengan sebaik 

mungkin.  

d) Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure) 

Struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam model ini karena 

dalam implementasi kebijakan mencakup dua aspek utama yaitu 

struktur organisasi pelaksana dan mekanisme kebijakan. Dalam 

mekanisme terdapat SOP (Standard Operating Procedures) dan tata 

alur pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan perlu 

diperhatikan agar tidak terjadi Bureaucratic fragmentation.  

 

3. Model Grindle (1980) 

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Subianto (2020) 

mengemukakan bahwa teori implementasi kebijakan merupakan bagian 

dari proses administrasi dan politik. Model ini menegaskan jika tingkat 

keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan 

program yang telah dirancang dan sumber daya yang memadai. Dalam 
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model ini terdapat 2 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, 

yaitu: 

1) Isi Kebijakan (Content of Policy) 

a) Kepentingan yang mempengaruhi, dimana dalam pelaksanaan 

kebijakan melibatkan banyak kepentingan dan seberapa jauh 

kepentingan tersebut memberikan pengaruh selama proses 

implementasi kebijakan. 

b) Manfaat yang ingin diperoleh, program yang diimplementasikan 

dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan yang positif.  

c) Derajat perubahan yang ingin dicapai, dalam proses 

pengimplementasian kebijakan tentunya harus menunjukan sejauh 

mana perubahan yang akan dicapai.   

d) Letak pengambilan keputusan, bagian ini perlu diperjelaskan letak 

pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Apakah sebuah program yang dijalankan sudah 

tepat atau belum.  

e) Pelaksana kebijakan, kualitas pelaksana kebijakan akan 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan sehingga dibutuhkan 

implementor yang memiliki kualitas baik dan kompeten untuk 

mendukung tingkat keberhasilan kebijakan.  

f) Sumber daya yang dialokasikan, ketersediaan sumber daya yang 

cukup dan memadai diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan.  

 

2) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) 

a) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan 

kekuasaan, pengaruh dan strategi yang dirancang untuk untuk 

mendukung kelancaran proses pelaksanaan kebijakan.  

b) Karakteristik lembaga dan penguasa, kemampuan penguasa dan 

karakteristik lembaga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan.  
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c) Responsi dan daya tangkap, tingkat responsi dan daya tangkap 

pelaksana kebijakan dalam merespon kebijakan menjadi faktor 

yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan.  

 

4. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) 

Model implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam 

Subianto (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

suatu upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Dalam model ini unsur 

penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi adalah 

identifikasi indikator pada seluruh proses pelaksanaan implementasi. 

Model Mazmanian dan Sabatier memuat tiga kelompok utama yang 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, antara lain: 

 

1) Karakteristik masalah, kriterianya: 

a) Tingkat kesulitan dari masalah yang akan diatasi; 

b) Keberagaman perilaku pada kelompok sasaran; 

c) Perbandingan persentase pelaksana kebijakan dengan jumlah 

penduduk; 

d) Perubahan ruang lingkup yang ingin dicapai. 

 

2) Karakteristik kebijakan, kriterianya: 

a) Kejelasan dari isi kebijakan; 

b) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis; 

c) Alokasi sumber daya yang digunakan; 

d) Keterpaduan hierarki antar lembaga pelaksana; 

e) Kejelasan dan konsistensi dari peraturan yang ada pada badan 

pelaksana; 

f) Luas akses formal terhadap kelompok-kelompok luar. 

 

3) Faktor lingkungan , kriterianya: 

a) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi; 

b) Dukungan masyarakat terhadap kebijakan; 
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c) Tingkat komitmen dan keterampilan yang dimiliki aparat dan 

implementor kebijakan. 

 

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan 

Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan model teori 

implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang dilihat melalui tiga 

kelompok utama yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan faktor 

lingkungan. Alasan penelitian ini menggunakan teori tersebut karena teori tersebut 

sesuai dengan permasalahan implementasi kebijakan Affirmative action dan jauh 

lebih kompleks karena menjangkau semua indikator yang secara rasional dapat 

berpengaruh pada proses implementasi dan hasilnya. Secara teoritik model 

implementasi ini memudahkan dalam memahami logika berfikir dalam merancang 

struktur proses implementasi serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses 

implementasi kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan 

dalam rekrutmen panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.  

 

 

 

2.4 Kebijakan Affirmative action 

Kebijakan Affirmative action merupakan kebijakan yang berupaya untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan dalam sistem dan norma yang dialami 

kelompok tertentu karena adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam publik 

serta untuk meningkatkan inklusi sosial sebagai bukti demokratis, integrasi dan 

pluralisme sebagai bentuk upaya kesetaraan. Kebijakan ini dilatar belakangi atas 

ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu sehingga memiliki 

tekad untuk keluar dari lingkungan yang diskriminatif. Kebijakan Affirmative 

action dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengharuskan pemberian perhatian 

khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, warna 

kulit, ras, suku agama dan budaya. Dalam kasus-kasus tertentu pemberian 

kompensasi dan keistimewaaan bertujuan untuk memperoleh representasi yang 

profesional guna mempercepat keadilan dan kesetaraan (Bagus et al., 2021).  
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Affirmative action seringkali digunakan saat berbicara tentang peningkatan 

keterwakilan perempuan. Affirmative action termasuk dalam tindakan proaktif 

atau tindakan positif yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan diskriminasi 

terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama baik dalam hal 

pekerjaan maupun pendidikan. Tindakan yang dilakukan hanya dalam jangka 

waktu tertentu yang artinya sampai tindakan diskriminasi tidak ada atau sudah 

mencapai kesetaraan baik dalam dunia sosial, ekonomi maupun politik (Hairullah, 

2014). Dengan mengoptimalkan kebijakan Affirmative action diharapkan mampu 

berdampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dalam menyelesaikan isu-isu 

gender khususnya dalam mengatasi diskriminasi kaum perempuan.  

 

Di Indonesia, kebijakan Affirmative action pertama kali dijalankan semenjak 

hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan 

Umum DPR, DPD dan DPRD dan semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Pasal 92 ayat tentang Pemilihan Umum. Kemudian kebijakan tersebut 

disebutkan jelas dalam Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dalam pasal 5 

yang menyatakan “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Kebijakan 

Affirmative action memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berperan 

aktif sebagai penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.  

 

Kebijakan Affirmative action merupakan hasil respon dari permasalahan 

perempuan yang masih kurang tertarik untuk ikut berperan aktif dalam dunia 

politik. Pada kenyataannya laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama 

untuk ikut berpartisipasi di ranah dunia politik dan pemerintahan. Hal tersebut 

sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

yang menyatakan Affirmative action merupakan kesempatan untuk mewadahi 

peran kaum perempuan untuk terlibat dan berkontribusi dalam perpolitikan di 

Indonesia. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 yang menjadi alasan Affirmative action dijalankan di Indonesia karena 

semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
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perlakukan khusus guna mencapai kesetaraan. Dalam Pasal 27  Undang-Udang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan jika setiap orang 

memiliki kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan, yang artinya baik laki-laki 

ataupun perempuan tidak ada batas khusus untuk bergabung dalam pemerintahan. 

Untuk mengatasi permasalahan pemerintah harus menghilangkan hal-hal yang 

menghalangi kesetaraan dengan melahirkan kebijakan Affirmative action 

(Listiyani, 2020). 

 

Konsep Affirmative action dalam penyelenggaraan pemilu yang meliputi 

perempuan pada kenyataannya belum memenuhi makna representasi keterwakilan 

30 persen seperti yang diharapkan. Dukungan untuk partisipasi dan keterlibatan 

perempuan sudah menjadi tuntutan global yang harus segera diambil upaya-upaya 

untuk memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Dalam IFES 

(International Foundation for Electoral System) 2014, menjelaskan jika hak 

perempuan dalam proses politik dan pemilu memiliki kesetaraan yang sama 

dengan laki-laki hal itu merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Dukungan 

internasional terkait Affirmative action menjadikan perempuan bukan hanya 

sekedar objek, namun harus ikut berperan aktif dalam perencanaan, 

pembangunan, pelaksanaan berbagai kegiatan sosial politik bahkan tak terkecuali 

menjadi pengawas pemilu di Bawaslu (Daryono, 2021).  

 

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

yang mewajibkan komposisi keanggotaan Bawaslu untuk memenuhi syarat 

Affirmative action dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 

30%. Karena kebijakan Affirmative action dalam proses pemilu memiliki peran 

yang penting untuk mendorong representasi kaum perempuan dalam 

penyelenggaraan pemilu khususnya di Bawaslu. Namun tidak mudah untuk 

merealisasikan kebijakan Affirmative action dengan memperhatikan 30% 

keterwakilan perempuan karena kultur budaya patriarki yang masih terus ada. 

Diperlukan komitmen nasional yang kuat untuk menyuarakan Affirmative action 

karena ini bagian dari komitmen seluruh bangsa di dunia untuk saat ini (Daryono 

et al., 2020).  
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2.5 Keterwakilan Perempuan 

Keterwakilan perempuan merupakan keikutsertaan perempuan dalam bidang 

hukum dan pemerintahan. Ketika dukungan yang lebih diberikan kepada 

perempuan , maka hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Di negara berkembang 

seperti Indonesia, kaum perempuan belum secara maksimal mendapatkan hak 

dalam kesetaraan gender. Kesetaraan yang sama antara kaum laki-laki dan 

perempuan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan 

pemilu. Dengan adanya kebijakan Affirmative action dapat mendorong kaum 

perempuan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Laily, 2024).  

 

Selama ini, perhatian terhadap hak perempuan dalam politik hanya terfokus pada 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif serta kepengurusan partai 

politik. Namun, masih sedikit yang memperhatikan keterwakilan perempuan 

sebagai bagian penyelenggara pemilu baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus karena 

hak berpolitik perempuan tidak hanya berfokus pada keberadaan perempuan 

dalam partai politik saja. Akan tetapi, hak berpolitik perempuan juga diperlukan 

keberadaanya sebagai penyelenggara pemilu ataupun sebagai penyelenggara 

pemilihan kepala daerah (Muharam & Prasetyo, 2020).  

 

Peran penting perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga diakuai oleh 

Ammy Amalia, anggota Komisi II DPR RI pada periode 2014-2019 yang 

menuturkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga 

penyelenggara pemilihan umum dapat mendorong kehadiran perempuan di 

lembaga legislatif. Dengan adanya perempuan di lembaga penyelenggara pemilu 

dapat mendorong semangat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon 

legislatif. Perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga dinilai dapat membantu 

calon legislatif perempuan dalam mengawal dan membantu perhitungan suara 

calon legislatif perempuan. Pernyataan ini semakin memperkuat pentingnya peran 

perempuan untuk ikut serta menjalankan tugas penyelenggara pemilu yang adil 

bagi kelompok perempuan (Margret et al., 2018).  
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Proses penyelenggaraan pemilu dan integritas penyelenggaraan merupakan 

prasyarat penting yang harus ada dalam pemilu agar pelaksanaan pemilu 

mendapatkan legalitas secara hukum oleh seluruh masyarakat. Kegiatan 

pengawasan pemilihan umum merupakan bagian yang penting di dalam proses 

pelaksanaan pemilihan umum. Pengawasan pemilihan umum yang baik oleh 

Bawaslu harus menyertakan semua tingkatan baik masyarakat dan lembaga 

pemantau pemilu. Pemilu yang demokratis juga memerlukan partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapan proses pemilu, termasuk peran masyarakat 

dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 

juga perlu memperhatikan keterwakilan perempuan mengingat masih ada 

kesenjangan jumlah antara penyelenggara perempuan dan laki-laki. Keterwakilan 

perempuan dalam penyelenggaraan pemilu harus terus diupayakan. Dengan 

keterwakilan perempuan dapat terlihat peran strategis yang dimiliki Bawaslu 

dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjamin hak-hak berpolitik untuk kaum 

perempuan sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu dan pengawas 

pemilu (Bintari, 2021).  

 

Keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu merupakan sebuah keniscayaan 

yang tidak dapat dipisahkan. Kesempatan yang diberikan kepada kaum 

perempuan merupakan wujud dari penghapusan tindak diskriminasi serta sebuah 

bentuk perlakukan yang adil antara kaum laki-laki dan perempuan. Keterwakilan 

perempuan sebagai pengawas pemilu tidak hanya memberikan kedudukan kepada 

perempuan hanya karena adanya tuntutan, namun juga memberikan kesempatan 

untuk ikut berpartisipasi membuat keputusan dan kebijakan yang berorientasi 

pada kepentingan perempuan dan tidak bercorak maskulin (Syarifudin & Malik, 

2021).  

 

Meskipun sudah ada peraturan yang menjamin terbukanya keterlibatan perempuan 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum, namun masih saja ditemukan sejumlah 

kendala yang menghambat upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan 

di lembaga penyelenggara pemilu. Kebijakan dan sikap yang tidak konsisten 

dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara 

pemilihan umum masih sering ditemukan. Upaya untuk meningkatkan 
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keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilihan umum harus lebih 

ditingkatkan dan diperkuat. Karena, meskipun keterwakilan perempuan sudah ada 

dalam undang-undang, pada realitanya masih jauh dari angka minimal 

keterwakilan yang diharapkan. Hal tersebut menyiratkan jika ada beberapa 

kendala dan tantangan yang dialami perempuan untuk terlibat di lembaga 

penyelenggara pemilihan umum. Kaum perempuan menghadapi berbagai 

hambatan saat terlibat dalam politik salah satunya dalam lembaga penyelenggara 

pemilihan umum. Hambatan-hambatan ini terjadi mulai dari penyelenggara pada 

tingkat ad hoc sampai di tingkat pusat. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi 

perempuan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara pemilihan umum 

diantaranya hambatan kultur budaya, pengetahuan tentang kepemiluan, hambatan 

regulasi dan hambatan geografis. Hambatan kultur budaya merupakan hambatan 

yang masih dominan dalam membatasi peran perempuan dalam berpartisipasi di 

ranah publik, dan juga menghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam 

proses rekrutmen dan seleksi sebagai anggota panitia pelaksana pemilihan umum 

di berbagai tingkat (Margret et al., 2018).  

 

 
 

2.6 Kerangka Pikir  

Untuk mencapai Pilkada 2024 yang sukses, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) perlu terus mendorong peningkatan partisipasi dan keterlibatan 

perempuan dalam pengawasan pemilu. Pengawas pemilu yang dimaksud adalah 

anggota panitia pengawas pemilu yang bersifat ad hoc (sementara). Partisipasi 

perempuan dalam proses pengawasan sangat dibutuhkan agar kaum perempuan 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dalam 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu Kota Bandar Lampung 

memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan 

perempuan yang perlu diperhatikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Pasal 5 ayat (3). Namun, 

dalam pengimplementasian kebijakan Affirmative action, Bawaslu Kota Bandar 

Lampung belum memaksimalkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam 

perekrutan Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori 
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diatas, peneliti akan mengkaji penelitian ini dengan berpedoman pada model teori 

implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) 

untuk mengkaji sejauh mana kebijakan Affirmative action terimplementasi saat 

perekrutan Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.  
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Gambar 1 Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024 

 

Tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan sebagai anggota Panitia 

Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan untuk Pilkada 2024 di Kota 

Bandar Lampung. 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 

Tentang Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. 

 

Implementasi Kebijakan Affirmative action dalam 

rekrutmen panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di 

Bawaslu Kota Bandar Lampung 

 

1) Jumlah ideal perempuan sebagai anggota panitia pengawas pemilu 

(panwaslu) kecamatan 

2) Teridentifikasinya faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan 

Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam menjadi 

pengawas pemilu. 

 

Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) berpendapat 

bahwa terdapat 3 kelompok utama yang memengaruhi implementasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Karakteristik masalah 

2. Karakteristik kebijakan 

3. Faktor lingkungan 



 

 

 

III.    METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian  

Pada penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif karena penelitian ini membutuhkan penjabaran secara rinci 

beberapa informasi yang menjadi pembahasan. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan objek alami, dan peneliti berperan sebagai 

instrumen utama, dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang sifatnya 

induktif berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, metode 

deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mencari teori dimana peneliti 

langsung terlibat ke lapangan bertindak sebagai pembuat kategori pelaku, 

pengamat fenomena, dan mencatat hasil observasi (Wekke, 2019). Tujuan 

penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang sesuai serta pemahaman mendalam bagaimana implementasi 

kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen 

panitian pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan untuk menciptakan 

kesetaraan gender dan pemilihan yang demokratis.  

 

 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah batasan-batasan masalah dalam penelitian. Menurut 

Sparadley dalam Wekke (2019) fokus penelitian merupakan domain yang 

berkaitan dengan situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini terletak pada 

implementasi kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan meninjau lebih 

dalam pada proses rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) 

kecamatan Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung.  
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Pada pelaksanaan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan, penelitian ini 

menggunakan model teori dari Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam melihat 

keberhasilan implmentasi kebijakan terhadap beberapa faktor yaitu karakteristik 

masalah, karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan.  

1. Melalui teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (1983), peneliti membatasi fokus yang digunakan untuk 

mengetahui proses implementasi kebijakan Affirmative action terhadap 

keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panitia pengawas pemilihan 

umum kecamatan di antaranya sebagai berikut:  

a. Karakteristik masalah, merujuk pada sejauh mana permasalahan 

keterwakilan perempuan dapat diatasi melalui kebijakan Affirmative 

action dengan kriteria: 

a) Tingkat kesulitan permasalahan kuota keterwakilan perempuan 

perekrutan panwaslu kecamatan dapat diatasi dengan menggunakan 

kebijakan Affirmative action.  

b) Perilaku kelompok sasaran yaitu kaum perempuan yang 

mendaftarkan diri sebagai anggota panwaslu kecamatan pada 

Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung. 

c) Perbandingan persentase pelaksana kebijakan yaitu Bawaslu Kota 

Bandar Lampung dengan jumlah masyarakat perempuan Kota 

Bandar Lampung dalam impelementasi kebijakan Affirmative 

action. 

d) Perubahan positif terhadap ruang lingkup yang ingin dicapai 

dengan adanya kebijakan  Affirmative action melalui Perbawaslu 

Nomor 4 Tahun 2022.  

 

b. Karakteristik kebijakan, sejauh mana isi kebijakan mendukung 

implementasi yang baik dengan kriteria: 

a) Kejelasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang kebijakan 

Affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan dan 

partisipasi perempuan dalam proses pengawasan pemilu. 
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b) Kebijakan Affirmative action mendapat dukungan teoritis dari 

Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022. 

c) Alokasi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta sarana 

prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan 

Affirmative action.  

d) Keterpaduan Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Bawaslu 

Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi dalam mencapai 

keberhasilan kebijakan Affirmative action.  

e) Kejelasan dan konsistensi aturan, prosedur dan pedoman yang 

dibuat oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap implementasi 

kebijakan Affirmative action. 

f) Kebijakan Affirmative action memberikan peluang bagi pihak-

pihak luar seperti masyarakat dan media massa untuk turut serta 

dalam proses implementasi kebijakan.  

 

c. Faktor lingkungan  

a) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi memengaruhi partisipasi 

perempuan dalam proses implementasi kebijakan Affirmative 

action.  

b) Sikap dan dukungan publik dalam proses implementasi kebijakan 

Affirmative action dalam keterwakilan perempuan.  

c) Tingkat komitmen dan keterampilan dari implementor dalam 

melaksanakan kebijakan Affirmative action. 

 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti menemukan atau melihat fenomena 

dan masalah yang menjadi objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data 

penelitian yang sesuai dan akurat. Sesuai fokus penelitian, maka lokasi dalam 

penelitian ini bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota 

Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Way Besai Nomor 1 Pahoman, 

Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan 

pada temuan penulis terkait permasalahan atau fenomena yang berhubungan 
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dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemilu 

khususnya dalam pengawasan pemilu. Selain itu, melalui penelitian di Bawaslu 

Kota Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan saran, masukan atau 

rekomendasi terkait pelaksanaan implementasi kebijakan Affirmative action 

terhadap keterwakilan perempuan yang lebih baik di Bawaslu Kota Bandar 

Lampung.  

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Sumber-sumber data tersebut berperan penting dalam mengetahui 

informasi tentang topik penelitian.  

 

3.4.1 Data Primer  

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara 

langsung melalui studi lapangan oleh beberapa informan yang telah 

ditentukan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota 

Bandar Lampung yang menguasai informasi terkait permasalahan penelitian 

ini, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui objek yang 

akan diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil 

wawancara, informasi, dan data terkait.  

 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang memuat tentang informasi implementasi kebijakan 

Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen 

panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan diperoleh secara 

tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder didapatkan melalui 

sumber tertulis seperti peraturan, standar hukum, buku, jurnal penelitian, 

laporan, informasi dan dokumen terkait. Jenis data sekunder yang diperoleh 

peneliti melalui beberapa data seperti dokumen resmi laporan hasil 

rekrutmen panwaslu kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar 

Lampung yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk memperoleh informasi dari 

berbagai sumber, setting, dan berbagai cara. Secara umum penelitian kualitatif 

menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi atau 

pengamatan, serta dokumentasi (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini sumber 

data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1 Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

informasi dari informan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk 

mendapatkan jawaban secara lisan dari narasumber. Wawancara dilakukan 

dengan aktivitas langsung dengan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab (Sugiyono, 2020). Wawancara ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait implementasi 

kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam 

rekrutmen panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.  

 

Berikut ini merupakan beberapa informan dalam wawancara yang peneliti 

wawancarai terkait dengan implementasi kebijakan Affirmative action 

terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan di 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.  

 

Tabel 7.  Informan Penelitian  

No Informan Jabatan  

1 Juwita, S.H., 

M.M  

Koordinator Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan 

2 Muhammad 

Muhyi, S.Sos.I 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Mayarakat dan 

Hubungan Masyarakat 

3 Italia, S. Psi Staf Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan 

4 Hertia  Panwaslu perempuan kecamatan Enggal Kota Bandar 

Lampung 

5 Herlin  Panwaslu perempuan kecamatan Tanjung Senang Kota 

Bandar Lampung 

6 Anggun Zairatul Masyarakat Kota Bandar Lampung yang lolos tes CAT 

namun tidak lolos tes wawancara 

7 Desmalia  Masyarakat Kota Bandar Lampung 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 
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3.5.2  Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang ditulis sebagai 

biografi, buku, peraturan, kebijakan dan lain-lain (Sugiyono, 2020). Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan secara tidak langsung, 

melainkan melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi untuk menunjang pengumpulan data 

terkait implementasi kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan 

perempuan dalam rekrutmen (panwaslu) kecamatan di Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.  

 

Tabel 8.  Data Dokumen 

No Nama Dokumen Substansi Dokumen 

1 Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 

2022 tentang pasal 5 ayat (3) Tentang 

Pembentukan, Pemberhentian, dan 

Penggantian Antarwaktu Bawaslu 

Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, Panitian Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara. 

Sistematika implementasi kebijakan 

Affirmative action terhadap keterwakilan 

perempuan sebagai panwaslu kecamatan. 

2 Laporan Akhir Pembentukan 

Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 

2024 

Laporan ini merangkum pelaksanaan 

rekrutmen panwaslu kecamatan untuk 

Pilkada 2024. Laporan mencakup data 

terkait jumlah partisipasi peserta 

perempuan dalam rekrutmen panwaslu 

kecamatan.  

3 Arsip kegiatan rekrutmen panwaslu 

kecamatan melalui media sosial  

Mengetahui arsip kegiatan yang 

dilakukan selama rekrutmen pawaslu 

kecamatan.  

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengorganisir data secara 

sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. 
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Teknik ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, 

menguraikan ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusun data dalam pola-

pola, memilih informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan untuk 

memudahkan pemahaman hasil penelitian baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis 

data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2020) yang terbagi atas tiga tahapan analisis.  

 

 

 

Gambar 2. Komponen Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman 

(1984) 

Sumber: Sugiyono, 2020 

 

 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama yang dilakukan dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Pada tahap ini, 

peneliti akan melakukan pencarian data secara keseluruhan terhadap 

permasalahan terkait implementasi kebijakan Affirmative action pada 

rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu 

Kota Bandar Lampung dengan melalui wawancara dan dokumentasi. 

Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang bervariasi tentang 

objek yang akan ditelitinya.  

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, serta memfokuskan 

informasi yang penting dari topik yang diteliti. Proses ini akan dilakukan 
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setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan dan 

mengumpulkan data yang telah terkumpul dan dihimpun oleh peneliti. 

Pada tahap ini peneliti memilih dan merangkum informasi penting yang 

berkaitan dengan implementasi kebijakan Affirmative action pada 

rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kota Bandar Lampung.  

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan pengorganisasian, menyatukan, serta 

menyampaikan informasi yang telah disimpulkan. Proses ini akan 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi. Tahap ini peneliti 

menyajikan informasi terkait implementasi kebijakan Affirmative action 

pada rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Bandar Lampung penelitian yang sebelumnya telah di 

reduksi.  

 

4. Penarikan Kesimpulan  

Tahap penarikan kesimpulan merupakan upaya dalam mencari makna dan 

memahami hasil dari data yang didapatkan dari lapangan, mencatat 

keteraturan penjelasan data hingga sebab akibat dari permasalahan 

penelitian yang tahap akhir akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan data 

yang diperoleh.  

 

 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data adalah proses dalam penelitian kualitatif yang bertujuan 

memastikan bahwa data yang diperoleh dan digunakan sah, akurat dan sesuai 

dengan indikator yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Proses 

keabsahan data pada jenis penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan meliputi uji credibility, uji dependability, uji confirmability, dan uji 

transferability.  
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1. Uji Credibility 

Uji credibility adalah metode untuk menguji kepercayaan terhadap data dari 

hasil penelitian dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, peningkatan 

ketekunan, triangulasi, berdiskusi dengan teman sejawat, serta member check. 

Pada penelitian ini analisis uji kredibilitas yang dipakai oleh peneliti, yaitu 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber dengan mengecek kembali 

data yang sudah didapatkan (Sugiyono, 2020).  

a. Meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan secara detail, rinci, dan 

berkaitan satu sama lain. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan 

memverifikasi keakuratan data yang diperoleh, memastikan kebenarannya 

melalui pengamatan yang berkesinambungan serta membaca berbagai 

referensi seperti hasil penelitian, buku, ataupun dokumentasi yang sesuai 

sehingga wawasan peneliti menjadi lebih luas (Sugiyono, 2020).  

 

b. Triangulasi merupakan proses verifikasi data yang diperoleh melalui 

berbagai sumber, metode dan waktu. Beberapa jenis triangulasi meliputi 

triangulasi sumber, teknik dan waktu. Jenis triangulasi yang akan 

digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi teknik, yaitu memverifikasi 

data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data pada sumber 

yang sama sehingga memperoleh data yang valid (Sugiyono, 2020). Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik 

wawancara dengan berbagai informan terkait implementasi kebijakan 

Affirmative action dalam rekrutmen anggota panwaslu kecamatan. 

Kemudian, peneliti juga melihat dokumentasi pada Perbawaslu Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian 

Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitian Pengawas Pemilihan 

Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, 

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, kemudian melalui arsip 

kegiatan rekrutmen panwaslu kecamatan serta laporan akhir pembentukan 

panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024. Dengan melakukan teriangulasi 
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teknik, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan validitas data yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

2. Uji Transferability  

Uji transferability data adalah teknik untuk menguji validitas eksternal yang 

menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke 

populasi di mana sampel diambil. Peneliti harus mampu menguraikan secara 

rinci, sistematis, jelas serta dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami 

hasil dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti 

menyusun deskripsi rinci terkait lokasi penelitian, menjelaskan peraturan 

yang digunakan mulai dari awal perekrutan, pedoman penerimaan hingga 

pertanggungjawaban pelaporan. Semua temuan dianalisis dengan 

menggunakan teori implementasi kebiijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) 

yang berfokus pada tiga indikator utama yaitu karakteristik kebijakan, 

karakteristik isi dan faktor lingkungan, sehingga berbagai kendala yang 

dihadapi dalam implementasi kebijakan Affirmative action dalam rekrutmen 

panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung 

dapat teridentifikasi dan dijelaskan secara sistematis.  

 

3. Uji Dependability  

Uji dependability adalah penelitian yang dapat dipercaya, artinya orang lain 

dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji 

dependability dapat dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Uji dependability dapat dilakukan dengan berdiskusi 

bersama pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

proses penelitian untuk memantau kebenaran penelitian (Sugiyono, 2020).  

 

4. Uji Confirmability  

Uji confirmability adalah uji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses 

yang dilakukan. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian 

disepakati banyak orang (Sugiyono, 2020). Proses kepastian data dari 

penelitian dapat dilakukan melalui pengujian hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing dan dosen penguji.  



 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan terkait 

implementasi kebijakan Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan 

dalam rekrutmen panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota 

Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan: 

 

1. Karakteristik Masalah  

Implementasi kebijakan Affirmative action dalam rekrutmen panwaslu 

kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung masih 

menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek teknis, keterbatasan waktu 

akibat transisi dari Pemilu ke Pilkada menjadi penghambat proses 

sosialisasi secara optimal. Sementara itu dari sisi substansi, rendahnya 

tingkat kelulusan perempuan dalam tes CAT menunjukan bahwa persoalan 

keterwakilan perempuan tidak hanya menyangkut jumlah pendaftar, tetapi 

juga kesiapan kompetensi. Antusiasme perempuan muda dan terdidik 

dalam merespons kebijakan ini menandakan adanya potensi partisipasi 

yang tinggi, tetapi potensi tersebut belum diimbangi dengan mekanisme 

afirmatif yang transformatif. Lebih lanjut, ketimpangan rasio antara 

jumlah pelaksana kebijakan dan populasi sasaran memperlihatkan bahwa 

kebijakan masih bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek 

keberdayaan struktural secara menyeluruh.  

 

2. Karakteristik kebijakan 

Implementasi kebijakan Affirmative action yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kota Bandar Lampung berjalan berdasarkan regulasi yang jelas dan 

prosedur yang terstruktur, dengan dukungan sumber daya yang adaptif 

serta koordinasi kelembagaan yang baik. Namun demikian, efektivitas 
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kebijakan ini masih terbatas dalam aspek partisipasi eksternal. Minimnya 

kolaborasi dengan lembaga perempuan dan belum optimalnya keterlibatan 

publik menunjukan bahwa afirmasi belum sepenuhnya substansial. Oleh 

karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada 

kepatuhan prosedural, tetapi juga pada keterbukaan dan inovasi dalam 

memperluas akses dan partisipasi perempuan secara nyata.  

 

3. Faktor lingkungan 

Faktor sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi penghambat partisipasi 

perempuan secara aktif, rendahnya pendidikan, peran domestik, dan akses 

terbatas terhadap teknologi. Meskipun terdapat indikasi peningkatan 

partisipasi perempuan dan adanya dukungan masyarakat, hal tersebut 

belum merata dan masih memerlukan intervensi strategis untuk 

memperkuat basis sosial yang inklusif. Di sisi lain, Bawaslu Kota Bandar 

Lampung telah menunjukkan komitmen implementatif yang cukup 

memadai melalui kepatuhan terhadap prosedur rekrutmen dan penguasaan 

teknis administrasi. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak 

hanya ditentukan oleh aspek administratif, melainkan juga oleh 

kemampuan untuk mengatasi hambatan struktural serta memperluas ruang 

partisipasi perempuan secara berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

4. Dalam pelaksanaan rekrutmen panwaslu kecamatan oleh Bawaslu Kota 

Bandar Lampung tentunya mengalami beberapa kendala, diantaranya 

kendala internal yang dihadapi adalah Bawaslu mengalami keterbatasan 

waktu dalam melakukan sosialisasi, belum optimalnya kerja sama dengan 

komunitas perempuan, serta minimnya program pendidikan dan pelatihan 

politik bagi perempuan. Di sisi eksternal, kendala muncul dari rendahnya 

dukungan masyarakat yang masih diliputi oleh stereotip gender, peran 

ganda pada perempuan dalam keluarga, kurangnya kesiapan dalam 

menghadapi tes CAT, serta rendahnya kepercayaan diri dan minat 

perempuan untuk terlibat.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan identifikasi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, 

maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan 

bagi pelaksana kebijakan, diantaranya: 

1.  Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu membangun dan membentuk 

jalinan kerja sama yang baik lagi dengan lembaga atau komunitas 

perempuan yang berpengalaman dalam advokasi gender dan partisipasi 

perempuan sehingga membantu dalam meningkatkan keterwakilan 

perempuan dalam panwaslu kecamatan.  

2.  Bawaslu perlu mendukung dan mendorong perempuan melalui 

pendidikan politik dan program pelatihan khusus untuk perempuan 

dengan lembaga pelatihan penyelenggara pemilu atau komunitas 

perempuan sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan di 

rekrutmen selanjutnya dan kesiapan perempuan dalam menghadapi setiap 

tahapan salah satunya tes CAT.  

3.  Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu memperbaiki distribusi informasi 

dengan cara lebih memfokuskan kepada kelompok-kelompok terpilih, 

yaitu kaum perempuan, sehingga kuantitas dan kualitas kaum perempuan 

dapat ditingkatkan dalam rekrutmen selanjutnya.  

4.  Lembaga penyelanggara pemilu perlu melakukan apresiasi atas 

keterlibatan dan prestasi perempuan dalam menjadi panwaslu kecamatan 

melalui pemberian penghargaan atau sejenisnya sehingga dapat menjadi 

motivasi dan semangat bagi perempuan lain untuk ikut serta. 
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